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KATA PENGANTAR KEPALA BIRO PENGKAJIAN

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat
Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas
diterbitkannya Buku Kajian Akademik: Penataan Wewenang
dan Tugas MPR, yang merupakan hasil penelitian bersama
antara Badan Pengkajian MPR dengan Kolegium Jurist Institute
(KJI). Proses penyusunan Kajian Akademik telah berlangsung
selama lebih kurang 4 (empat) bulan, yang memuat rangkaian
penelitian kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari
pengumpulan data, dokumentasi sumber-sumber referensi yang
berkaitan pelaksanaan Undang-Undang Dasar, Sosialisasi Empat
Pilar dan Ketetapan MPR, wawancara mendalam kepada
narasumber pakar, pendalaman melalui Focus Group Discussion,
dan Seminar, serta analisis kesimpulan yang tajam dari tim
peneliti.

Penerbitan serta penyebarluasan buku ini dimaksudkan

tentunya untuk menambah khazanah pemikiran bagi para



pembaca, dan kalangan dunia akademis, serta sebagai bahap
bagi para Anggota MPR dalam mendukung dan memperkay,
substansi guna menunjang pelaksanaan tugas konstitusionalny,,

Akhir kata, kami menyampaikan permohonan maaf apabi,
terdapat ketidaksempurnaan dalam penerbitan buku hagj)

kajian akademik ini.

Kepala Biro Pengkajian,

"L

Drs. Yana Indrawan, M_s;
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KATA PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL MPR RI

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat
Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya
buku ini. Dalam kerangka memperluas cakrawala pengetahuan
dan memperkaya khazanah pemahaman Kketatanegaraan,
Sekretariat Jenderal MPR RI sebagai supporting system bagi
pelaksanaan tugas-tugas konstitusional MPR RI membukukan
berbagai materi kajian ketatanegaraan. Salah satu hasilnya
adalah buku yang ada di tangan para pembaca ini, yaitu bagian
dari hasil kajian akademik atau serangkaian penelitian yang
dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR bersama segenap unsur
sivitas akademika Kolegium Jurist Institute (K]I).

Penyebarluasan buku ini selain menambah khasanah
pemikiran pembacanya, juga menjadi bahan rujukan anggota
MPR RI dalam melakukan pengkajian komprehensif akan sistem
ketatanegaraan di Indonesia. Buku ini juga diharapkan menjadi

pendorong dan penyemangat untuk terus-menerus melakukan

pekerjaan kajian ilmiah.

i



Akhir kata, semoga penerbitan buku Kajian Akademik in
dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepad

masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan pemahama

ketatanegaraan Indonesia baik dalam konteks masa kinj

ataupun masa yang akan datang.

Sekretaris Jenderal MPR RI,

/@..N—

Dr. H. Ma'ruf Cahyono, S.H, M.H.
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SAMBUTAN KETUA BADAN PENGKAJIAN MPR R]

Assalamualaikum warrahmatullahij wabarakatuh,

Pada tahun 2014, Keputusan MPR R] Nomor 4 Tahun 2014
tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2009-2014, salah
satunya menyampaikan rekomendasi agar MPR Jabatan 2014-
2019 melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia
melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilaj
Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan
kesepakatan dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetap
mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia,
mempertegas  sistem pemerintahan presidensial serta
melakukan perubahan dengan cara addendum.

Berbagai pandangan yang berkembang terkait kondisi
sistem ketatanegaraan Indonesia dewasa ini dapat dibagi ke

dalam 3 (tiga) kelompok. Pertama, aspirasi yang menganggap



bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahup
1945 perlu disempurnakan untuk mengikuti dinamika
perkembangan masyarakat, sehingga perlu  dilakukap
perubahan kembali.

Kedua, pandangan yang menilai bahwa sistem
ketatanegaraan kita pada saat ini sudah sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Persoalan yang muncul bukan pada
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
tetapi berada pada implementasi peraturan perundang-
undangan yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi.

Ketiga, aspirasi yang kurang setuju terhadap usulap
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (termasuk perubahan sebelumnya). Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
oleh MPR pada tahun 1999-2002 telah membawa sejumlah
perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,
Konsep ideal ketatanegaraan yang ingin diwujudkan melaluij
reformasi konstitusi ialah sistem ketatanegaraan Indonesia yang
mampu menampung berbagai dimensi strategis dinamika
kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berkaitan dengan
ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya, serta
pertahanan dan keamanan.

Sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana tertuang
dalan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 adalah produk politik sebagai resultan dari berbagai
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kepentingan politik masyarakat dan daerah, yang niscaya akan

I berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Konsekuensi dari karakteristik Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi yang hidup (the
living constitution), membuat perubahan konstitusi bukanlah
gesuatu yang tabu tetapi menjadi kebutuhan dalam menghadapi
dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara itu sendiri.

Berdasarkan hasil kajian MPR masa jabatan 2009-2014, hal
penting dalam sistem ketatanegaraan perlu dilakukan penataan
kembali, antara lain yaitu mengenai Penguatan MPR sebagai
lembaga negara yang mempunyai kewenangan tertinggi dalam
mengubah, menetapkan, menafsirkan Undang-Undang Dasar, dan
memberikan arah kebijakan kepada lembaga-lembaga negara
lainnya; serta penegasan pembentukan undang-undang untuk
lembaga negara yang diatur Undang-Undang Dasar secara terpisah
terutama MPR, DPR, dan DPD

MPR masa jabatan 2014-2019 menindaklanjuti rekomendasi
MPR masa jabatan 2009-2014, yaitu dengan melakukan pengkajian
dan penyerapan aspirasi serta evaluasi terhadap implementasi
pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara serta sistem
ketatanegaraan, khususnya mengenai penataan kewenangan
lembaga negara yang tugas dan wewenangnya diberikan langsung
dalam Undang-Undang Dasar.

Hasil kajian secara mendalam telah dilakukan dan banyak
pendapat beragam khususnya terhadap pendapat mengenai

penataan sistem ketatanegaraan, baik ditinjau dari segi teoritis,
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praksis, yuridis, maupun secara politis, Beragamnya pendapat yang
ada berimplikast pada keputusan bahwa MPR masa jabatan 2014.
2019 belum dapat melakukan penataan sistem: ketatanegaraan
sesuai - dengan amanat dari rekomendast yang terdapat paqdq
Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014. Bahkap,
merekomendasikannya kembali kepada MPR masa jabatan 2019.
2024 untuk melanjutkan  kajian lebih mendalam, antara lain
tentang penataan kewenangan MPR yang ditvangkan ke dalay,
bentuk Keputusan MPR Nomor 8/MPR/2019 tentang Rekomendagj
MPR Masa Jabatan 2014-2019.

Dalam rangka melanjutkan kajian lebih mendalam tentang
Penataan kewenangan MPR, Badan Pengkajian MPR 201 9-2024
sebagai alat kelengkapan MPR yang memiliki tugas antara lain
untuk mengkaji dan menyerap aspirasi serta merumuskan pokok-
pokok rekomendasi, perlu untuk mendalami dan memperluas
aspek kajian yang dapat membuka ruang mengenai kemungkinan
yang dapat dipilih yang dapat mengoptimalkan peran MPR dengan
kewenangan tertingginya dalam sistem ketatanegaraan saat ini,
Untuk itu, diperlukan berbagai informasi, penelitian, data, dan
literatur yang komprehensif dan terbaru sehingga apa yang
menjadi fokus dalam isu tentang penataan kewenangan MPR dapat
digali secara tuntas dan dapat diterima semua pihak.

Sehubungan dengan itu, untuk menghasilkan kajian yang
mendalam tentang Penataan Kewenangan MPR, perlu untuk
menghimpun dan memberikan ruang pemikiran serta gagasan

secara akademis dari para pakar, penyelenggara negara, dan
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praktisi dalam bidang tertentu untuk merumuskan materi kajian
lentang penataan  kewenangan MPR yang memungkinkan
khususnya dalam rangka penguatan MPR sebagai lembaga negara
yang mempunyai kewenangan tertinggi dalam mengubah,
menetapkan, menafsirkan Undang-Undang Dasar, dan memberikan
arah kebijakan kepada lembaga-lembaga negara lainnya,

Kegiatan Kajian Akademik merupakan salah satu metode
untuk mendapatkan bahan masukan berupa hasil yang obyektif
dan terukur yang dibuat oleh para akademisi secara ilmiah sesuai
dengan bidang keilmuan. Hasil dari kajian ini akan dipergunakan
sebagai referensi bagi MPR dalam menentukan rumusan yang ideal
dalam hal penataan kewenangan MPR.,

Akhir kata, semoga Buku Kajian Akademik “Penataan
Wewenang dan Tugas MPR”, dapat menjadi tahap awal dalam
menyajikan ruang pemikiran, gagasan dan kaidah secara akademis,
serta dapat menjadi rujukan ilmiah bagi seluruh Anggota MPR

dalam menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya.
Ketua Badan Pengkajian MPR R],

st

—

Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S.
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